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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TABALONG

a.

bahwa dalam rangka memastikan kepatuhan pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten
Tabalong sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
perlu dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal secara terintegrasi dan terkoordinasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu membentuk Tim
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten
Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
[I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman
dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 738);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pemantauan,

b. Tim Pembinaan; dan

c. Tim Pengawasan.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Tim Pemantauan, meliputi:

1. memeriksa Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pelaku
Usaha baik tahap konstruksi dan tahap produksi setiap
3 (tiga) bulan; dan

2. melakukan analisis kesesuaian data rencana
penanaman modal terhadap realisasi penanaman modal
melalui sistem Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS RBA).

b. Tim Pembinaan, meliputi:

1. memberikan Bimbingan Teknis dan  Sosialisasi
ketentuan pelaksanaan penanaman modal;

2. memberikan konsultasi pelaksanaan penanaman modal
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

3. memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan atau
hambatan yang dihadapi penanam modal dalam
merealisasikan penanaman modalnya.

c. Tim Pengawasan, meliputi:

1. melaksanakan pengawasan rutin maupun pengawasan
insidentil sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan
pembinaan;

2. menyusun hasil pengawasan yang dituangkan dalam
Berita Acara Pengawasan (BAP);
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3. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/
ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan
perundangan; dan

4. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada Tanggal So 2éwv? 2e2C
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

3. Anggota Tim yang bersangkutan
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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
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TANGGAL 7 Wank 2oth

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM

NO JABATAN DALAM DINAS TIM KET
L. Bupati Tabalong Pengarah I

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Per;anggun &

awab
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Ketua
Daerah Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Wakil Ketua

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong

6. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Waisl Ketua Il

TIM PEMANTAUAN

1. | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

Koordinator

2. | Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Anggota
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

3. | Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota

4. | Pejabat Fungsional Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Anggota
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong

5. | Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Anggota
Kabupaten Tabalong

6. | Staf Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Anggota

Satu Pintu Kabupaten Tabalong

TIM PEMBINAAN

1. | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

Koordinator

2. | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Anggota
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

3. | Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota
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Pejabat Fungsional Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota

Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

Anggota

Staf Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota

TIM

PENGAWASAN

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

Koordinator

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan
Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Penaatan Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong

Anggota

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tabalong

Anggota

10.

Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong

Anggota

11,

Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan
Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong

Anggota

12.

Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

Anggota
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